
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR  14 TAHUN 2016

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA

INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  menindaklanjuti  hasil
klarifikasi   Gubernur  Jawa  Tengah  tanggal  11
September  2015  Nomor  180/013537  perihal  Hasil
Klarifikasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara  Nomor  14 Tahun  2015  tentang
Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan
Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Tahun  2015-2030
perlu untuk diubah;



b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  dalam huruf  a,  perlu  menetapkan
Peraturan Daerah tentang  Perubahan Atas Peraturan
Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  14 Tahun
2015  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan
Kepariwisataan  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara
Tahun 2015-2030;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan  Provinsi  Jawa  Tengah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomo 42);

3. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang
Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang
Kepariwisataan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  11,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011
Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  RI  Tahun
2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali



terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  RI
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan   Pemerintah   Nomor  50  Tahun   2011
tentang  Rencana   Induk   Pembangunan
Kepariwisataan   Nasional  Tahun  2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011
Nomor 125,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4562);

9. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan;

10. Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 10
Tahun  2012 tentang Rencana  Induk  Pembangunan
Kepariwisataan  Jawa  Tengah  Tahun  2012-2027
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun
2012  Nomor 10,   Tambahan   Lembaran   Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun  2009  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang  2005-2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara  Tahun  2009  Nomor  3,  Tambahan
Lembaran  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor
114)  sebagiamana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  1  Tahun
2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  3  Tahun  2009
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-



2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11
Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Kabupaten  Banjarnegara  Tahun  2011-2031
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Tahun
2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun  2015  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan
Kepariwisataan  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara
Tahun  2015-2030  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara  Tahun  2015 Nomor  17,  Tambahan
Lembaran  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor
204);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA 

Menetapkan: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN
ATAS  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
BANJARNEGARA  NOMOR  14  TAHUN  2015
TENTANG  RENCANA  INDUK  PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN  DAERAH  KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2015-2030.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun  2015  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah
Kabupaten  Banjarnegara  Tahun  2015-2030  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran  Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 204) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan  dalam  Pasal  33  huruf  b  diubah,  sehingga  Pasal  33  berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 33

Strategi  pembangunan  prasarana  umum,  fasilitas  umum  dan  fasilitas
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :
a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum,

fasilitas  umum,  dan fasilitas  pariwisata  dalam mendukung perintisan
pengembangandestinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK; 

b. meningkatkan  fasilitasi  Pemerintah  Daerah  untuk  pengembangan
prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif
swasta; dan 

c. merintis  dan  mengembangkan  prasarana  umum,  fasilitas  umum,  dan
fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya
saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK. 

2. Ketentuan  dalam  Pasal  65  ayat  (5)  huruf  a  diubah,  sehingga  Pasal  65
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Strategi  reformasi  birokrasi  kelembagaan  dan  penguatan  mekanisme
kinerja  organisasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  huruf  a,
meliputi:



a. meningkatkan  dan  menguatkan  kemampuan  perencanaan,
pelaksanaan  dan  pengawasan  program  pembangunan
kepariwisataan; dan

b. meningkatkan  dan  menguatkan  mekanisme  sinkronisasi  dan
harmonisasi baik secara internal dinas yang membidangi maupun
lintas sektor.

(2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi :
a. meningkatkan  dan  menguatkan  fungsi  strategis  kepariwisataan

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan
pendapatan asli daerah;

b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata terkait;
c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

(3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang
menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huruf c, meliputi :
a. meningkatkan  dan  menguatkan  struktur  dan  fungsi  organisasi

bidang pemasaran di pemerintah; dan
b. meningkatkan  dan  mengembangkan  fasilitas  operasionalisasi

Badan  Promosi  Pariwisata  Daerah  secara  sinergis  dan
berkelanjutan.

(4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang
menangani  bidang  industri  pariwisata  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 64 huruf d meliputi :
a. mengembangkan  dan  menguatkan  organisasi  Gabungan  Industri

Pariwisata Banjarnegara; dan
b. mengembangkan  koordinasi,  integrasi  dan  sinergi  dalam

pembangunan kepariwisataan Daerah.
(5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang

menangani  bidang destinasi  pariwisata sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 64 huruf e, meliputi:
a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan

destinasi  di  Pemerintah  Daerah  untuk  mencapai  kepariwisataan
berkelanjutan; dan



b. mengembangkan  koordinasi,  integrasi  dan  sinergi  dalam
pembangunan  kepariwisataan  daerah  untuk  meminimalkan
dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

3. Ketentuan  dalam Lampiran  I  dan  Lampiran  II  diubah,  sehingga  menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran III ditambahkan judul, sehingga Judul Lampiran
III berbunyi sebagai berikut :

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH

DALAM JANGKA WAKTU 2015-2030
 DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANANYA

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
BUPATI BANJARNEGARA,

                                                            Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
         Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI



LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  BANJARNEGARA  TAHUN  2016
NOMOR 22

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 22/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina 

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN  2016

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARANOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA

INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015-2030

I.  UMUM

Dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan
setiap  potensi  sumber  daya  yang  ada,  telah  ditetapkan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  14  Tahun  2015  tentang  Rencana  Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-
2030 yang secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas



bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang
maupun yang potensial untuk dikembangkan. 

Namun  demikian,  Peraturan  Daerah  dimaksud  telah  diklarifikasi
oleh  Gubernur  Jawa  Tengah  sebagaimana  dinyatakan  dalam  suratnya
Gubernur  Jawa  Tengah  tanggal  11  September  2015  Nomor  180/013537
perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara, yakni :
a. Pasal 33 huruf b dan Pasal 65 ayat (5) huruf a, kata Pemerintah diubah

menjadi Pemerintah Daerah;
b. Lampiran  I,  agar  ditambahkan  Indikator  Sasaran  Pembangunan

Kepariwisataan  Daerah  sesuai  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan
Daerah dimaksud;

c. Lampiran II, agar ditambahkan pengaturan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat
(1) Peraturan Daerah dimaksud; dan

d. Lampiran III, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  terkait  teknik
penulisan Judul.

Untuk  menindaklanjuti  hasil  klarifikasi  Gubernur  Jawa  Tengah
tersebut,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  14  Tahun  2015  tentang  Rencana  Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-
2030.

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 223



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG 
PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
BANJARNEGARA  NOMOR  14  TAHUN  2015  TENTANG
RENCANA  INDUK  PEMBANGUNAN  KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015-2030

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAADAERAH

a. Target Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Jenis Wisatawan 2015 2020 2025 2030

Wisatawan Nusantara 552.000 690.000 862.500 1.000.000
Wisatawan Mancanegara 5.000 5.500 6.000 6.500

b. Target Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan
Jenis Wisatawan 2015 2020 2025 2030

Wisatawan Nusantara (hari) 0,5 0,7 0,8 1,2
Wisatawan Mancanegara (hari) 0,5 0,7 0,8 1,2

c. Target Peningkatan peranserta masyarakat lokal dalam kepariwisataan
(1) Jumlah Kelompok Sadar Wisata

Tahun 2015 2020 2025 2030
a. Kelompok Sadar Wisata 10 20 30 40
b. Pemandu Wisata 75 100 125 150
c. Polisi Pariwisata 60 80 100 150
d. Kelompok Seni Wisata 36 45 55 65
e. Kios/Pedagang Kaki Lima Wisata 360 400 550 600

(2) Jumlah Usaha Pariwisata 
Tahun 2015 2020 2025 2030

Usaha Pariwisata
a. Pengelola Obyek Wisata 9 18 36 72
b. Biro  Perjalanan/Agen  Perjalanan

Wisata
11 16 21 26

c. Hotel (Bintang) 2 3 4 5
d. Hotel (Melati) 9 9 10 10
e. Pondok Wisata/Homestay 128 150 150 200
f. Restoran/Rumah Makan 37 42 54 65

(3) Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pariwisata
Tahun 2015 2020 2025 2030

Penyerapan Tenaga Kerja Pariwisata 544 600 750 900

d. Target  Peningkatan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  dan  Pendapatan  Per  Kapita  Masyarakat  serta
pengurangan Kemiskinan



Target 2015 2020 2025 2030
Peningkatan  Produk
Domestik Regional Bruto

5,49 7,94 9,2 11,4

Pendapatan  Per  Kapita
Masyarakat

Rp 11.500.000,- Rp 13.500.000,- Rp 14.500.000,- Rp 16.000.000,-

Pengurangan Kemiskinan 17,05 15,41 13,5 11,7

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA  NOMOR  14  TAHUN  2015  TENTANG
RENCANA  INDUK  PEMBANGUNAN  KEPARIWISATAAN
DAERAH  KABUPATEN  BANJARNEGARA  TAHUN  2015-
2030

SEBARAN PERWILAYAHAN KAWASAN PARIWISATA

A. KAWASAN PARIWISATA
KAWASAN
PENGEM
BANGAN

ZONA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
I II III IV V

KAWASAN KOTA
BANJARNEGARA DAN

SEKITARNYA

KAWASAN JALUR
BANJARMANGU
KARANGKOBAR

KAWASAN WISATA
KOTA PUSAKA

BANJARNEGARA

KAWASAN WISATA
MINAPOLITAN

RAJAPURBAWA

KAWASAN
WISATA
SUNGAI
SERAYU

BERBASIS 
ALAM

 Argo  Durian  dan  Salak
Singomerto Sigaluh

 Curug  Pitu  Kecamatan
Sigaluh 

 Curug Pletuk Pagedongan
 Waduk Mrica
 Wisata  Alam  Tampomas

Kecamatan Bawang
 Pegunungan  Gunung

Sewu Clapar Madukara

 Bukit  Asmara  Situk
Desa  Kalilunjar
Banjarmangu

 Ambal  Seribu  Satu
Bukit  Pawinihan
Kecamatan
Banjarmangu

 Bukit  Mandala
Banjarmangu

 Pegunungan
Jalatunda
Kecamatan
Mandiraja

 Argowisata
Glempang
Mandiraja

 Pemandian  Air
Hangat  Bitingan
Gumelem Susukan

 Farming  Tourism
(Berkebun,  Bertani,
Beternak  dan
Memancing  di  Wilayah
Rakit,  Mandiraja,
Purwonegoro  dan
Bawang)

 Sungai
Serayu

BERBASIS
BUDAYA

 Kuliner Kota
 Kampung  Dawet  Ayu

Rejasa Madukara
 Bendungan Banjarcahyana

Rejasa
 Petilasan  Indrakila

 Desa  Budaya  Desa
Banjarkulon

 Desa Budaya Kalilunjar
 Desa Budaya Kesenet
 Desa  Sepanjang  Jalur

Banjarmangu

 Kampung  Bambu
Mandiraja

 Kawasan  Kerajinan
Gabah Klampok

 Desa  Budaya
Gumelem

 Desa Budaya  di  Lokasi
Minapolitan

 Kehidupan
Masyarakat  di
Sekitar Serayu



Kecamatan Madukara Karangkobar  Desa  Budaya
Karangjati

 Kampung  Batik
Gumelem

 Masjid  At-Taqwa
Saka  Tunggal
Gumelem

 Petilasan Ki  Ageng
Giringgumelem 

BERBASIS
MINAT
KHUSUS

 Off  Road  Desa
Singomerto Sigaluh

 Out  Bound  Di  Pikas  dan
Serayu  Adventure
Singomerto

 Bukit Perkemahan

 Wisata  Sungai  Mrawu
Desa Kalilunjar

 Outbound  di  Desa
Kalilunjar

 Off Road
 Rock Climbing

 Paket  Membuat
Gerabah  di
Kalmpok

 Paket  Membatik  di
Desa  Gumelem
Susukan

 Jelajah Kota Pusaka

 Parak  Iwak  di  Lokasi
Minapolitan

 Outbound  di  Lokasi
Minapolitan

 Perkemahan  di  Lokasi
Minapolitan

 Wisata Tubing
 Arung Jeram
 Mancing Mania
 Parak Iwak
 Perkemahan

Pesisir Sungai
 Tracking/Jalan

di  Pesisir
Sungai

BERBASIS
BUATAN

 Taman  Rekreasi  Marga
Satwa Serulingmas

 Serayu Park
 Surya Yudha Park
 Taman Kota Semampir
 Balai Budaya

 Taman Anglirmendung  Pasar Ikan Purwonegoro
 Wisata mincing
 Wisata Kuliner Ikan

B. KAWASAN DAYA TARIK WISATA KHUSUS
KAWASAN
PENGEM
BANGAN

ZONA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
I II III IV V

KAWASAN KOMPLEK
CANDI ARJUNA

KAWASAN JERUJI KAWASAN CURUG
TUMPUK

KAWASAN BATUR KAWASAN
ARGOPOLITAN

WKP
BERBASIS 
ALAM

 Kawah Sikidang
 Agro Kentang

 Kawah Sileri
 Telaga Sewiwi

 Curug  Genting
Pejawaran

 Domba Batur
 Taman Bunga

 Pemandian  Air
Panas



 Agro Carica  Sumber  Air  Panas
Bitingan

 Curug Sirawe
 Kawah Candaradimuka
 Sumur Jalatunda
 Agro Kentang
 Telaga Dringo
 Telaga Merdada
 Agro Cabe
 Agro Carica
 Goa Lawet
 Batu Tumpang

 Curug  Merawu
Pejawaran

 Curug  Panaraban
Kecamatan
Pejawaran

 Curug  Sikopel
Pagentan

 Air  Terjun
Situmpuk

 Gunung  Lumbung
Desa Karekan

 Agrowisata
 Sinila

Tempuran
Wanayasa

 Curug
Kasinoman
Kalibening

 Air  Hangat
Kaliseti
Kalibening

 Wisata  Alam
Kendil  Wesi
Pandanarum

 Argowisata

BERBASIS
BUDAYA

 Komplek Candi Arjuna,
Bima, Dwarati

 Desa Budaya Kepakisan
 Desa Budaya Pekasiran
 Desa  Budaya

Karangtengah

 Desa  Budaya
Pejawaran

 Desa  Budaya
Pagentan

 Desa Budaya Batur  Desa  Budaya
Wanayasa

 Desa  Budaya
Kalibening

 Desa  Budaya
Pandanarum

BERBASIS
MINAT
KHUSUS

 Pendakian  Gunung
Perahu

 Pendakian  Gunung
Pangonan

 Out Bound

 Wisata  Edukasi  Geo
Dipa

 Batik Kayu
 Outbound
 Off Road

 Pendakian  Gunung
Sipandu

 Outbound

 Off Road
 Outbound

 Pendakian  Gunung
Petarangan

 Off Road

 Outbound

BERBASIS
BUATAN

 Water Park D’Qiano
 Saung Yakso

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO
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